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KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;

Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelengaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya
Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelengaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik;

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tentang Pembentukan
Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum.
Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai

Citarum sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Kedua . Standar Pelayanan di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum meliputi ruang lingkup
Pelayanan Permohonan Data, Pelayanan Konsultasi Rekomendasi Teknis
(REKOMTEK), Pelayanan Informasi Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL),
Pelayanan Bencana/Kerusakan Infrastruktur, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan
Umum dan Lainnya, dan Pelayanan Informasi P3-TGAI.

Ketiga . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum

Keempat . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.



Lampiran | Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . /KPTS/BBWSC/2026

Tanggal April 2026

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

JENIS PELAYANAN

Layanan Permohonan Data

2 |Layanan Konsultasi Rekomendasi Teknis
3 |Layanan Informasi Magang/PKL

4 |Layanan Bencana/Kerusakan Infrastruktur
5 |Layanan Pengaduan

6 |[Layanan Umum dan Lainnya

7 |Layanan Informasi P3-TGAI

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi



Lampiran Il Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . /KPTS/BBWSC/2026

Tanggal : April 2026

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

KOMPONEN

KETERANGAN

Dasar Hukum

@M

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum.

Persyaratan
Pelayanan

S

a. Pemohon individu menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

b. Pemohon Badan Usaha menyertakan Fotokopi lembar pertama dan

c. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi
d. Dalam hal pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa,

e. Menyampaikan surat resmi permohonan informasi publik;

Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis,
ditujukan ke alamat:

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

JI. Inspeksi Cidurian JI. Soekarno Hatta, Cipamokolan, Kec. Rancasari,
Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Permohonan data dan informasi publik bersifat online melalui e-mail
resmi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Permohonan data dan informasi publik melalui Nomor Layanan
Terintegrasi (Qontak)

Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Pemohon yang mengajukan data dan informasi publik harus memenuhi
persyaratan dengan wajib menyertakan identitas pemohon yang sah,
yaitu:

(KTP), Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau

lembar akhir Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara
Republik Indonesia (dalam hal pemohon adalah Badan Hukum);
atau

kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang; atau

permohonan harus disertai dengan surat kuasa;




Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Mekanisme permohonan informasi publik :

1. Petugas informasi layanan publik mengecek surat permohonan yang
hadir langsung di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Admin mengecek surat permohonan informasi publik yang masuk
melalui aplikasi Sistem Informasi Terpadu Citarum (SATUSINTA) atau
pada aplikasi Layanan Qontak;

3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendisposisi surat
permohonan kepada Bagian/Bidang terkait di lingkungan Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum;

4. Bagian/Bidang terkait menugaskan pelaksana (PIC) pelayanan publik
yang membidangi untuk merespon permohonan;

5. Pelaksana (Admin) pada aplikasi SATUSINTA dan aplikasi Layanan
Qontak melakukan penyampaian data atau informasi kepada pemohon
melalui sistem.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian permohonan data dan informasi publik
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan. Jangka waktu pemenuhan data dan informasi publik dapat
diperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari kerja tergantung tingkat kesulitan
tindaklanjut permohonan.

Biayal/tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan
maupun tertulis (softcopy/hardcopy), antara lain :

1. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain;
2. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan;
3. Informasi publik
a. Kategori Informasi Berkala
~ b. Kategori Informasi Tersedia Setiap Saat
c. Kategori Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat
disampaikan melalui:
1. Online

a. SP4N - Lapor!

b. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)

2. Surat
3. Datang Langsung
4. Kotak Pengaduan

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Ruang Pelayanan Terpadu ber-AC, Meja, Kursi Tamu;
Komputer dengan akses internet;

Printer;

Pesawat Telpon;

Mesin Fotocopy.

abhWON =

Kompetensi
Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidangnya dan kegiatan-kegiatan
di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Komunikatif

3. Mampu menjelaskan pelayanan permohonan informasi publik;

4. Mampu melaksanakan layanan pengaduan informasi publik.




10 | Pengawasan Pemantauan dari Atasan Langsung.
Internal

11 | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) Orang Petugas Pelayanan Publik.

12 | Jaminan Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan
Pelayanan berdasarkan SOP Layanan Informasi Publik dan SOP Pengelolaan serta

Penggunaan Layanan Nomor Terintegrasi (Qontak).

13 | Jaminan 1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Keamanan dan Informasi Publik dan Pengaduan;
Keselamatan 2. Tersedianya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai
Pelayanan Besar Wilayah Sungai Citarum

14 | Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik dilakukan minimal 2

Pelaksana

kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi




Lampiran |l Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . /KPTS/BBWSC/2026

Tanggal April 2026

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO KOMPONEN KETERANGAN
1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03
Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber
Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02
Tahun 2024 tentang Penataan dan Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;dan
10. Peraturan Menteri Perkejaan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2024 tentang pengalihan Alur Sungai.
2 | Persyaratan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menerima berkas permohonan
Pelayanan Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dari Unit Pelayanan Perizinan
Direktorat Sumber Daya Air melalui Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya
Air (SIP SDA)
3 Sistem, Mekanisme |[1. Menerima dan memeriksa surat dan berkas permohonan Rekomendasi

dan Prosedur

Teknis Bidang Sumber Daya Air dari Unit Pelayanan Perizinan (UPP)

Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sumber

Daya Air (SIP SDA) dengan alamat https://perizinansda.pu.go.id kepada

BBWS Citarum;

Mempelajari berkas permohonan Rekomendasi Teknis Bidang Sumber

Daya Air dan mengecek kelengkapan data permohonan, jika ada data

yang kurang maka akan meminta kelengkapan data ke Unit Pelayanan

Perizinan dengan Surat Penjelasan atas permohonan Rekomendasi

Teknis dan Surat Permintaan Data,

Melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara Peninjauan

Lapangan (jika diperlukan);

Melakukan evaluasi dan analisa terhadap permohonan Rekomendasi

Teknis sesuai dengan kegiatan yang dimohonkan antara lain sebagai

berikut:

1. Neraca air dengan memperhitungkan kesediaan air dan pemanfaatan
sumber daya air yang telah ada;

2. Debit banjir dan elevasi muka air banijir;




3. Penampang sungai;
4. Hal-hal teknis lain yang diperlukan sesuai dengan permohonan.

5. Penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis BBWS
Citarum;

6. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis oleh Kepala BBWS Citarum,;

7. Menyampaikan Surat Rekomendasi Teknis kepada Unit Pelayanan
Perizinan melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air
(SIP SDA).

4 | Jangka Waktu 1. Jangka penyelesaian Klarifikasi Teknis Perizinan Berusaha Penggunaan
Penyelesaian Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
maksimal 2 (dua) hari kerja;
2. Jangka waktu penyelesaian Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha
Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

5 | Biayal/tarif Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air tidak
dikenakan biaya atau gratis.

6 | Produk Pelayanan Produk Layanan Unit Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air meliputi:
1. lzin Pengusahaan Penggunaan Sumber Daya Air;

2. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
3. lzin Pengalihan Alur Sungai;
4. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Hasil Galian Mineral Bukan Logam.

7 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat

Pengaduan, Saran, | disampaikan melalui:
dan Masukan 1. Online
a. SP4N- Lapor!
b. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)
2. Surat
3. Datang Langsung
4. Kotak Pengaduan
8 | Sarana, Prasarana, |1. Ruang Pelayanan Terpadu ber AC, Meja, Kursi Tamu;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer dan scanner;
4. Kotak Pengaduan
9 | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Rekomendasi Teknis
Pelaksana Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air atau persetujuan
penggunaan Sumber Daya Air di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum;
2. Komunikatif;
3. Mampu menjelaskan tata cara dan proses permohonan Pelayanan
Rekomtek Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air atau
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
4. Mampu menyusun Rekomtek Perizinan Berusaha Pengunaan Sumber
Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
10 | Pengawasan Pemantauan dari Atasan Langsung.
Internal
11 | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang Petugas Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis




12 | Jaminan Pelayanan | Pelaksanaan Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha
Penggunaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya
Air diatur pada SOP Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

13 | Jaminan Keamanan |1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan Pelayanan
dan Keselamatan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air
Pelayanan atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;

2. Tersedianya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum,
14 | Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha

Pelaksana

Penggunaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air, dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun, selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan publik di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi




Lampiran IV Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . /KPTS/BBWSC/2026

Tanggal April 2026

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN MAGANG ATAU PKL
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

KOMPONEN

KETERANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum.

Persyaratan
Pelayanan

Pengguna Layanan (Mahasiswa/Pelajar/Pegawai) menyampaikan
Permohonan lzin Magang dan Penelitian secara online/surat/surel/datang
langsung dengan persyaratan minimal memuat:

a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Dekan
dimana yang bersangkutan (Pengguna Layanan) menempuh studi,
dan/atau Kepala Sekolah bagi pelajar/siswa;

b. Identitas Pengguna Layanan baik itu Kartu Tanda Mahasiswa/Pelajar
dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), kontak yang dapat dihubungi,
dan alamat email;

c. Waktu yang diminta jelas;

d. Mencantumkan maksud dan tujuan magang dan/atau penelitian;

e. Bagi permohonan penelitian wajib melampirkan proposal kegiatan
penelitian.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1.0Online
Pengguna Layanan menyampaikan permohonan melalui menu Layanan
Informasi Magang/PKL pada Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak);
2.Surat
Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan
kepada:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,
JI. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Cipamokolan,
Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
3.Datang Langsung
Pengguna Layanan datang/hadir langsung di Gedung Layanan
Informasi Publik, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (sesuai
alamat diatas), selanjutnya mengisi Formulir Permohonan Izin Magang
dan Penelitian, serta menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku
tamu yang sudah disediakan oleh Petugas Pelayanan.
Konsultasi:
Senin-Kamis : 07.30 — 16.00 WIB
Jumat :07.30 - 16.30 WIB
Istirahat :12.00 - 13.00 WIB




4 | Jangka Waktu Surat jawaban atas permohonan izin magang dan penelitian yang
Penyelesaian dimohonkan akan disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat
permohonan diterima.
5 | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya
6 | Produk Pelayanan 1.Surat izin magang dan penelitian
2.Konsultasi
7 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat
Pengaduan, Saran, disampaikan melalui:
dan Masukan 1. Online
a. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)

2. Surat

3. Datang Langsung

4. Kotak Pengaduan

8 | Sarana, Prasarana, 1. Ruang Pelayanan Terpadu ber AC, Meja, Kursi Tamu;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;

3. Printer dan Scanner;

4. Pesawat Telpon;

5. Mesin Fotocopy.

6. Bukut Tamu; dan

7. Kotak Pengaduan

9 | Kompetensi 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidangnya dan kegiatan-kegiatan
Pelaksana di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam
manajemen sumber daya manusia;

3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang
memerlukan

10 | Pengawasan Internal | Pemantauan dari Atasan Langsung.
11 | Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai/petugas Pelayanan Permohonan |zin

Magang/PKL dan 2 (dua) orang pegawai penanggung jawab (Analis SDM

Aparatur)

12 | Jaminan Pelayanan 1. Surat Jawaban diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, serta dijamin
keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang
dilakukan oleh petugas/pegawai, maka akan diberikan teguran dan
sanksi yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan seterusnya
sesuai dengan jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

13 | Jaminan Keamanan 1. Identitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaannya;

dan Keselamatan
Pelayanan

2. Pelayanan/konsultasi dilaksanakan di Ruang Informasi Publik, Kantor
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai bagian dari gedung
pemerintah dengan jaminan dan keselamatan sesuai standar sarana
dan prasarana yang berlaku.




14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Evaluasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik dilakukan minimal 2

kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi




Lampiran V Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . IKPTS/BBWSC/2026

Tanggal : April 2026

STANDAR PELAYANAN BENCANA ATAU KERUSAKAN INFRASTUKTUR
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

KOMPONEN

KETERANGAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025;

2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15
Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
PPUPR 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum; _

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat
Daya Rusak Air; dan

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Persyaratan
Pelayanan

Masyarakat/ Badan Hukum menyampaikan:

1. Surat Permohonan tertulis, ditujukan ke alamat:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
JI. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600
Cipamokolan Rancasari Bandung 40292

2. Pemohon dapat menyampaikan permohonanya juga melalui Email:
pbwscitarum@pu go.id atau melalui Nomor Layanan Integrasi Qontak
BBWS Citarum : 0821-2117-5600

3. Laporan kejadian bencana dilengkapi dengan foto dokumentasi
kejadian bencana disertai dengan titik lokasi kejadian bencana;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. Melaporkan kejadian bencana ke Satgas Penanggulangan Bencana

BBWS Citarum;

2. Satgas Penanggulangan Bencana BBWS Citarum melakukan survei

terhadap bencana yang terjadi;

3. Satgas Penanggulangan Bencana BBWS Citarum melakukan kajian

awal dengan mengevaluasi dan menginvetarisasi sarana dan
perlengkapan dalam penanggulangan bencana;

4. Satgas Penanggulangan Bencana BBWS Citarum melakukan upaya

penanggulangan dan penyelamatan dengan bantuan sarana
pendukung;

5. Melaporkan hasil evaluasi penanggulangan bencana kepada Kepala

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

4 | Jangka Waktu Jangka waktu respon laporan dilaksanakan selama 1 x 24 jam sejak
Penyelesaian diterimanya laporan pengaduan.
5 | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya




Produk Pelayanan

Laporan Pengaduan Bencana yang dinyatakan lengkap sesuai
persyaratan akan ditindaklanjuti, antara lain dalam bentuk:

1. Pemeriksaan/ Tinjauan lapangan;

2. Rapat koordinasi; .
3. Nota dinas tindak lanjut.

7 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat
Pengaduan, Saran, disampaikan melalui:
dan Masukan 1. Online
a. SP4N LAPOR!
b. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)
2. Surat
3. Datang Langsung
4. Kotak Pengaduan
8 | Sarana, Prasarana, 1. Ruang pelayanan ber AC, meja, dan kursi tamu;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer;
4. Mobile Telephone;
2. HY.
9 | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Sumber Daya Air dan
Pelaksana kegiatan-kegiatan terkait di lingkungan BBWS Citarum;
2. Mampu melakukan identifikasi awal kerusakan infrastruktur secara
cepat dan tepat;
3. Memahami prosedur tanggap darurat dan alur pelaporan kejadian;
4. Komunikatif
5. Memahami standar keselamatan kerja (K3) dalam penanganan
bencana
10 | Pengawasan Internal | Pemantauan dari Atasan Langsung.
11 | Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang Petugas Pelayanan Penanganan Bencana dan Kerusakan
Infrastruktur.
12 | Jaminan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Penanganan Bencana dan Kerusakan
Infrastuktur mengacu pada SK Nomor: 80/KPTS/BBWSC/2025 tentang
Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum Nomor : 12/KPTS/BBWSC/2025 tentang Pembentukan Tim
Satuan Tugas (Satgas) Bencana di lingkungan BBWS Citarum.
13 | Jaminan Keamanan 1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksana kegiatan Pelayanan
dan Keselamatan Penanganan Bencana atau Kerusakan Infrastruktur;
Pelayanan 2. Tersedianya peralatan keselamatan kerja di BBWS Citarum.
14 | Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi Pelayanan Penanganan Bencan atau Kerusakan Infrastruktur

Pelaksana

dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan publik BBWS Citarum;

2. Evaluasi kepuasan masyarakat.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi




Lampiran VI Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum.

Nomor . /IKPTS/BBWSC/2026
Tanggal : April 2026

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

KOMPONEN

KETERANGAN

Dasar Hukum

ol o

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum.

Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata
Cara Penelaahan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan
Umum.

Persyaratan
Pelayanan

oA

Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis,

ditujukan ke alamat:

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

JI. Inspeksi Cidurian JI. Soekarno Hatta, Cipamokolan, Kec. Rancasari,

Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Masyarakat/Badan Hukum memyampaikan Pengaduan dan Aspirasi

melalui www.lapor.go.id .

Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan Pengaduan dan Aspirasi

melalui Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)

Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Pemohon yang menyampaikan pengaduan/aspirasi harus memenuhi

persyaratan dengan wajib menyertakan identitas pemohon yang sah,

yaitu:

a. Pemohon individu menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau

b. Pemohon Badan Usaha menyertakan Fotokopi lembar pertama dan
lembar akhir Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara
Republik Indonesia (dalam hal pemohon adalah Badan Hukum);
atau

Pengaduan dan Aspirasi yang dimohonkan jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan.




Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Mekanisme permohonan informasi publik :

1. Petugas penanganan pengaduan masyarakat mengecek surat
permohonan yang hadir langsung di kantor Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum; =

2. Admin mengecek surat permohonan informasi publik yang masuk
melalui aplikasi SP4N LAPOR! atau pada aplikasi Layanan Qontak;

3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendisposisi surat
permohonan kepada Bagian/Bidang terkait di lingkungan Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum;

4. Bagian/Bidang terkait menugaskan pelaksana (PIC) Penanganan
Pengaduan Masyarakat yang membidangi untuk merespon
permohonan;

5. Pelaksana (Admin) pada aplikasi SP4N Lapor dan aplikasi Layanan
Qontak melakukan penyampaian data atau informasi kepada pemohon
melalui sistem.

4 | Jangka Waktu Surat Jawaban/Tanggapan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
Penyelesaian akan disampaikan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
masing-masing kanal/media yang digunakan baik itu SOP SP4N Lapor,
ataupun Nomor Layanan Terintegrasi Qontak.
5 | Biayaftarif Tidak dipungut biaya
6 | Produk Pelayanan | 1. Tanggapan/ penyelesaian beruapa tindaklanjut atas pengaduan atau
aspirasi;
2. Konsultasi.
7 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat
Pengaduan, disampaikan melalui:
Saran, dan 1. Online
Masukan a. SP4N - Lapor!
b. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)

2. Surat

3. Datang Langsung

4. Kotak Pengaduan

8 | Sarana, Prasarana, | 1. Ruang Pelayanan Terpadu ber-AC, Meja, Kursi Tamu;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer;
4. Pesawat Telpon;
5. Mesin Fotocopy.
9 | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidangnya dan kegiatan-
Pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan
dalam ruang lingkup Kementerian Pekerjaan Umum/ atau sektor
bidang lainnya;

3. Komunikatif

4. Mampu menjelaskan pelayanan permohonan informasi publik;

5. Mampu melaksanakan layanan pengaduan informasi publik.

10 | Pengawasan Pemantauan dari Atasan Langsung.
Internal
11 | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) Orang Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat




12 | Jaminan . Surat jawaban/tanggapan dan tindaklanjut penyelesaian atas
Pelayanan pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan SOP;

. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan -yang
dilakukan oleh petugas/pegawai, maka akan diberikan teguran dan
sanksi yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan seterusnya
sesuai dengan jenis/bobot pelanggaran ketentuan yang berlaku.

13 | Jaminan Identitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaanya;
Keamanan dan Pelayanan/konsultasi dilaksanakan di Unit Pelayanan Pengaduan,
Keselamatan Kantor BBWS Citarum, sebagai bagian dari gedung pemerintah
Pelayanan dengan jaminan dan keselamatan sesuai standar sarana dan
prasarana yang berlaku.
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik dilakukan minimal 2

Pelaksana

kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

AbddtGhoni Majdi




Lampiran VIl Surat Keputusan Kepala Balai Besar

Wilayah Sungai Citarum.
Nomor . IKPTS/BBWSC/2026
Tanggal : April 2026

STANDAR PELAYANAN INFORMASI P3-TGAI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

NO

KOMPONEN

KETERANGAN

Dasar Hukum

N =

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

Persyaratan
Pelayanan

. P3-TGAI diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang sudah

terbentuk minimal 1 (satu) tahun sebelum waktu pendaftaran dengan

syarat dan urutan prioritas:

a. P3A, GP3A, dan/atau IP3A, atau dengan nama lain yang telah
berbadan hukum (SK Kemenkumham);

b. P3A, GP3A, dan/atau IP3A, atau dengan nama lain yang telah
disahkan dengan keputusan Kepala Daerah;

c. P3A, GP3A, dan/atau IP3A, atau dengan nama lain yang telah
disahkan dengan Akta Notaris;

d. P3A yang disahkan dengan SK Kepala Desa

. Lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI berasal dari usulan DPR R,

usulan pemerintah daerah, atau usulan P3A, GP3A, dan/atau IP3A
atau dengan nama lain yang disampaikan kepada BBWS Citarum.

Sistem,
Mekanisme,
Prosedur

. P3A,GP3,IP3A atau dengan nama lain mengusulkan calon lokasi P3-

TGAI melalui portal aplikasi pengusulan lokasi
(pu.go.id/bantuanpemerintah),

. Melakukan verifikasi administrasi dan validasi usulan calon lokasi P3-

TGAI sesuai daftar urutan;
Mengusulkan daftar calon lokasi P3-TGAI

. Tim Pusat Teknis Melakukan rekapitulasi daftar calon lokasi dan

menyusun draft Keputusan Menteri;

Tim Pusat Teknis mengusulkan pengesahan Keputusan Menteri
kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ;

Memeriksa usulan Keputusan Menteri untuk ditanda tangani oleh
Menteri Pekerjaan umum




4 | Jangka Waktu 1. Pengusulan calon lokasi P3-TGAI 30 (tiga puluh) hari kerja;
Penyelesaian 2. Verifikasi Administrasi 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Mengusulkan daftar calon lokasi P3-TGAI 14 (empat belas) hari kerja;
4. Melakukan rekapitulasi daftar calon lokasi dan menyusun draft
Keputusan Menteri 14 (empat belas) hari kerja;
5. Mengusulkan pengesahan Keputusan Menteri 7 (tujuh) hari kerja.
5 | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya
6 | Produk Pelayanan | 1. Terbangunnya/ ter-rehabilitasinya jaringan irigasi tersier,
2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (laporan, dokumentasi)
3. Peningkatan fungsi layanan irigasi bagi petani
7 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan dapat
Pengaduan, disampaikan melalui:
Saran, dan 1. Online
Masukan a. SP4N - Lapor!
b. Nomor Layanan Terintegrasi (Qontak)
2. Surat
3. Datang Langsung
4. Kotak Pengaduan
8 | Sarana, Prasarana, | 1. Ruang Pelayanan Terpadu ber-AC, Meja, Kursi Tamu;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Fotocopy.
9 | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidangnya dan kegiatan-
Pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
2. Pegawai yang memahami teknis jaringan irigasi dan konstruksi
sederhana;
3. Mampu melakukan verifikasi teknis dan administrasi
4. Mampu melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
5. Memahami prosedur pelaksanaan program P3-TGAI.
10 | Pengawasan Pemantauan dari Atasan Langsung.
Internal
11 | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) Orang Petugas Layanan Informasi P3-TGAI
12 | Jaminan 1. Pelayanan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar
Pelayanan dan ketentuan yang berlaku dengan menjamin keterbukaan,
akuntabilitas, dan ketepatan layanan;
2. Setiap proses pelayanan mengacu pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang berlaku.
13 | Jaminan 1. Identitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaanya;
Keamanan dan 2. Pelayanan/konsultasi dilaksanakan di Unit Layanan Informasi Publik,
Keselamatan Kantor BBWS Citarum, sebagai bagian dari gedung pemerintah
Pelayanan dengan jaminan dan keselamatan sesuai standar sarana dan

prasarana yang berlaku.
3. Memastikan kualitas bangunan sesuai standar teknis




Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik dilakukan minimal 2

Pelaksana kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;

2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,

Abdul Ghoni Majdi




